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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR &l TAHUN 2020
TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Menimbang : .

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 70 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan
Peraturan Cubermnur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan,
Qusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serin Tata Kerja Rumah
Sakit Jiwa Mutinra Sulkoma, periu dilakukan penyesuaian terhadap
tatn kelola Rumah Sakdt Jiwa Mutiars Sukma sebagni unit kerjn
yang menermplan pola pengelokian keunngan BLULY,

bahwa poln tata kelola RSJ Mutiara Sukma scbagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
belum dapat menampung perkembangan dan kondisi saat ini
sehinggn perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan hurub b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pola Taia Kelola Rumah Swkit Jiwa Mutiara Sukma;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat' | Bali, Nusa Tenggara Barat dan  Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomeor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 1694)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, sehagaimana telah diubah bebermpa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembamn Negam
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
[Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembarnn Negarn Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penvelengguraan Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembarnn Negura Republik Indonesia Nomor 4593);
Pemmturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolann Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 wentang Peranghat
Dacrah (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887] sebagnimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglat
Daerah [Lembaran Negarm Republik Indonesin Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesin
Nomor 6402);

Permturmn  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63232),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamtur Negara Nomor
PERJO2/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan
Kerju di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 755/ Menkes/Per/IV/2011
Tentang Penyelenggarann Komite Medik di Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang
Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negarn Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053,

Peraturmn Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penernpan Standar Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit (Beritn Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomaor 360);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Permturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penganggaran dan Peranggungiawaban dalam Laporan
Keuangan BLUD;

Permturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631 /MENKES/
SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Stal Medis
(Medical Staff Bylaws) di Rumah Salt;

Peraturan Daermh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2017 Nomor 11);

Peraturan CGubemur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Fola
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggars Baral (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 37);
Peraturan CGubemur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pegawai Non
Pegawni Negeri Sipil pada Satuan Kerjn Perangkat Daerah yang
Menerapkan Pola Pengelolann Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (Beritn Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2012 Nomor 21),;

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerju Rumah Sakit Jiwa Mutara Sukma Provinsi NTB (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Gubemur ind, yang dimaksud dengan :

1.
4.

5.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah daerah adalnh kepala deerah  sebagai  unsur
penyelenggara pemeriniahan dasrah yang memimpin pelaksanann
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Gubernur adalah CGubernur Nusa Tenggarn Barat.

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang selanjutnya disebut RS
Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemilik RSJ Mutiara Sulkma vang selanjumya disebut Pemilik
adalah Pemerintnh Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Kesehntan adalah Kepaln Dinas Kesehatan Provins
Nusa Tenggara Barat.

Direktur adalah Direktur RSJ Mutiara Sukma
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Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
schagal Pegawal Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh
pejabat  pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan,

Pegawai Non PNS BLUD adalah pegawai Rumah Sakit Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah dan telah memenuhi persynmtan untuk diangkat
dan /atau dipekerjakan pada Rumah Salkdt tersebut.

Pegawal RSJ Mutiara Sukma adalah PNS dan pegawai Non PNS
BLUD yang beketja di RSJ Mutiara Sukma.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
ndalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas
atau unit khusus dines dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yvang dijual
tanpa mengutamakan mencard keuntungan, dan dalam
melakukan kegintannys didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pola Pengelolann Keuangan Badan Layanan Umum Daemh yvang
selanjutnys disingkat PPE-BLUD adalah pola pengelolaan
keuangan vang memberiknn fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan pruldek-prukiek bisnis vang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
hangsa, sebagal pengecualian dari  ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

Pola Tata Kelola Korporasi (Corporate Bylows) adalah peraturan
yang mengatur hubungan antara pemilik dengan Dewan
Penigawas, Pejabat Pengelols dan staf medis RSJ Mutinra Sukma
beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan
dan haknya masing-masing.

Pola Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah
peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungawab,
kewajiban, kewenangan dan hak dan staf medis di  RSJ Mutiara
Sukma.

Peraturan Internal Stal Keperawatan (Nursing Siaff Bylmws)
adalnh peraturan vang mengatur tentang fungsi, tugans,
tanggungjawnb, kewajiban, kewenangan dan hak dari stafl
keperawatan di rumah sakit.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutmya disebut Dewan Pengawas
adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan BLUD.
Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dean tugas berkaitan dengan pelayanan publik, serta
administrasi pemerintah dan pembangunan.

Jabatan administrusi terdiri atas jabatan administrator, jabatan
pengawan, dan jabatan pelaksann.

Pejabat Administrator adalah pejabat yang bertanggungiawab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan

Pejabat Pengawns adalah pejabat vang bertanggungiawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan vang dilakukan oleh
pejabat pelaksana.
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Jabatan fungrional adalah sekelompok jabatan vang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayvanan f[ungsional yang
berdasarkan pada keahlinn dan keterampilan tertentu

Jahatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan
Jjabatan lungsional keterampilan.

Pejabat pengelola BLUD wang selanjurnya disebut pejabat
pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin,
pejabat  keuangan dan  pejabat  teknis  vang  sebutannya
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang
bersangkutan.

Pelavanan Keschatan adalah segala Kegiatan pelayanan
keschatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
promotil, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Staf Medin adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan
Dokter Gigi Spesialis vang bekerja purna wakiu maupun paruh
waktu di unit pelayanan R3J Mutiara Sukma.

Kelompok Staf Medis yang selanjutnva disingkat KSM adalah
suntu kelompok dokter yang bekera di bidang medis dalam
jabatan fungsional.

Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya
keschatan antara lain rawat jalan, rawat inap, gawat darurmt,
laboratorium, rehabilitasi psikososial, rehabilitnei  NAPZA,
keschatan jiwa masvarakat, farmasi, gizi, pendidikan dan
penelitian, rekam medik, pemeliharasn sarana R8J Mutiam
Sukma dan lain-lain.

Unit pelayanan berbentuk instalasi yang merupakan tempat staf
medin dan profesi keschatan lain menjalankan profesinya.

Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli
atau profesi vang dibentuk untuk memberilmn pertimbangan
strategis kepada Direktur dalam mangka peningkatan dan
pengembangan pelayanan Rumah Sakit.

Kewenangan klinis (clirdoal privilege) adalah hak khusus seorang
staf media untuk melakukan sekelompok Pelavanan Medik dalam

linglungan E8J Mutiarm Sukma untuk sustu periode tertentu yang
dilaksanakan berdrsarkan penugasan klinis (clinical appoinment.
Satuan Pengowas Internal (SPI) adalah perangkat RS.J Mutinrm
Sukma yang bertugas melakukan pemerksann dan pengendalian
internal dalam mngka membantu Direktur untuk meningkatkan
kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial
sckitirnya (social responsibiity) dalam menyelenggarakan bisnis
yvang sehat.

Kredensial adalah pmoses evaluasi terhadap sl medis,
keperawatan, dan tenags keschatan lain untuk menentukan
kelayakan diberiknn kewenangan klinis.

Proses rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis,
keperawatan, dan tenagn keschatan lain yang telnh bekerja dan
memiliki kewenangan klinis untuk menentukan apakah masih
layak diberi kewenangan klinis tersebut untuk suatu periode
lerientu.

Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja dalam
menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar vang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
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warga secarn minimal dan juga merupakan spesifikasi telnin
tentang tolak ukur pelayanan minimum vang diberikan oleh
Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Taril Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil vang wajar dari
investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau

sebagian dan biaya per unit layanan.

HAB II-
FRINSIF POLA TATA KELOLA

Pasal 2

Pola Tata Kelola merupakan permmturan internal RSJ Mutiara
Sukma, vang didalamnya memuat:

a. kelembagaan;

b. prosedur kerja;

¢ pengelompokan fungsi; dan

d. pengelolann sumber daya manusia.

Fola Tata Kelola sebagnimana dimaksud pada ayat (1) menganut
prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas; dan

d. independensi.

Pasal 3

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
hurufl a, memuat posisi jabatan, pembagian tugns, fungsi,
tanggung jnwab, hubungan kerja dan wewenang,

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aymt (1)
huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme
kerja antarposisi jabatan dan fungsi.

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf ¢, memuat pembagian fungsi pelavanan dan fungsi
pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian intermal untuk
efektifitas pencapaian.

Pengelolaan sumber daya manusia sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1] huruf d, memuat kebijalan mengenal pengelolaan
sumber dava manusia yang berorientasi pada peningkatan
pelayanan kepada masvarakat.

Pusal 4

Transparans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2] huruf
a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atns dasar
kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat
diterima bagi yang membutuhkan.

Akuntabilitas schagnimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2] huruf
b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang
dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma agar pengelolaannya dapat
dipertanggungiawablkan.
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Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf ¢ merupakan kesesualan atau kepatuhan & dalam
pengelolaan organisasi terhadap bisnis vang sehat sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Independensi sebagnimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2] huruf
d, merupakan kemandirian pengelolaan omganisasi secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh  atau
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis vang sehat

Alountabilitne sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan
dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungiawaban
dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kera dalam

organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen
pelayanan.

BAB I
POLA TATA KELOLA RSJ MUTIARA SUKMA

Bagpan Kesatu

Identitas

Panal 5
Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Mutinra Sukma.
Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Khusus.
Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B,
Alamat rumah sakit adalah di Jalan Ahmad Yani Nomor 1
Selagalas Mataram.

Bagian Kedun

Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategia, Nilai-Nilai Dasar, Motto dan Logo

()

(2)

(3]

(4

(5]

Pasal 6

Falsafah RS.J) Mutiara Sukma adalah Tumbuh dan berkembang
secara berkesinambungan.
Visi RSJ Mutiara Sukma adalah Membangun Nusa Tenggara

Barat vyang Oemilang (Growth, Empowerment, Manpotwer,
Industrialisasi, Low [Inforcement, Administrution Reform,

Networking dan Government]

Misi RSJ Mutinra Sukma adalah NTB schat dan cerdas melalui

peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia sebapai

pondasi daya saing daerah.

Tujuan strategis RSJ Mutinrm Sukma adalah meningkatnya

derajat kesehatan dan gizi masyaralot.

Nilai-nilal dasar (Core Value) RSJ Mutiara Sukma adalah:

n. B = Bisnis, RSJ Mutiara Sukma vang sehat: mengelola RS
Mutinm Sukma dengan pola pengelolaan bisnis yvang sehat,
tidak semata-mata untik mencari keuntungan (not for profif

dengan mengedepankan pelayanan vang professional,
terjangkau dan mudah di akses oleh masyarakat;
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R = Ramah, dalam memberikan pelavanan mengutamalmn
kermmahan dan santun berlandaskan komitmen dan budaya
kasih sayang;

A = Aktif, semua petugas aktif memberikan informasi kepada
pasien dan keluarganya, secara aktiil membangun kemitranan
dengan individu, keluargn mereka, lembaga Inin dan
masyarnkat pada umumnys, atas dasar kepercayaan, saling
menghormati dan saling pengertinn  untuk  keberhasilan
mengatasi masalah kesehatan yang kompleks:

| = Inovatif, semua pegawal harus terus menerus berinovasd
mengembangkan pelayananan yang profesional dan bermutu
untuk menyenangkan pelanggan; dan

N = Normatil, memberikan pelayanan sesuni standar,
memahami peraturan-pératuran, berkomitmen serta mampu
menghindart kekeliruan, kesalahan l'.'l.H.‘ﬂ berkemauan untuk
menegakkan kebenaran.

Selanjutnya disingkat BRAIN

Motto RS) Mutiamm Sukma adalah *“Melayani dengan EMPATI®

moapom

E = Empat;

M = Mumpuni;

P = Profesional;

A = Akuntabel;

T = Tanggung Jawab;
1 = Tkhias.

Loge R8J Mutiara Sukma adalah lambang atau asimbol khusus
vang digunakan oleh RSJ Mutiara Sukma sebagai identilas resmi.

b.

logo RSJ Mutinra Sukma adalah :
RUMAH SAKIT JIWA RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA MUTIARA SUKMA

makna logo R8J Mutiara Sulkkma adalah :

4 menggambarkan hati berarti cermin
motto RSJ Mutiara Sukma: *melayani
dengan empati®

4 mutiara adolah lambang kemuliaan,

sebagai wujud sifat karakter darn

RSJ Mutiara Sukma vang (barat

| berlesan mutiars vang dicari untuk

| menjadi  rujukan dan dambaan
| masyarakat dengan mutu  terkoni

=4 dengan pengelolaan vang modern.

mmm lambang karakter RSJ Mutiara
Sukma dengan warna hijau dan
oranye menggambarkan jiwa wehat

m m untuk mewujudkan indonesia sehat.

gambaran RSJ Mutiarm Sukma

mengikuti standar baku pelavanan
vang ditetapkan pemerintah




C.

melambangkan  seolah — manusia
indonesia yvang sehat dan aktif.

Gambaran manajemen R3JMS vang
menjunjung  tinggi  kinena  yang
profesional.

Wujud SDM  yang  berinovasi,
memuaskan pelanggan, menjunjung
nilmi mornlitas. Melambanghknn
Fﬂ‘-l."!"i’“ﬂ RSMS yang cepat, tanggap

dan jemput boln  Mewujudkan
flasafah: Tumbuh dan berleembang

berkesinambungan

Makna Warna Logo RSJ Mutiara Sukma adalah:

1)

2)

3

Wama Hijau memiliki makna: pelayanan vang
mengutamakan keramahan dan santun berlandaskan
komitmen dan budaya kasih sayang, memberikan
informasi datn medis kepada pasien dan kelunrganyn
dengan saling pengertian.

Warna Omnve pada mutiera memiliki makna; warma
sosinl kemasvarakatan, wama pengharapan vang
menggambarkan R3J Mutiara Sukma yvang memberikan
suntuu  pelayanan optmal, keselamatan  pasien,
kebersamaan, dan orang vang berdaya. Pelayanan vang
terjangimu dan mudah di akses oleh masvarakat.

Kedun wama merujuk pada RSJ Mutiara Sukma yang
bersedia menerima pasien dan segala lapisan masyarakat
tanpa memandang suku agama dan ms (sara), strate
sosial, kondisi pagien dengan pelavanan vang penuh
kasih, profesional, mutu terkini dengan tenaga medis

yang terlatih, pengalaman dan ahli dibidangnyva sertn
faailitna fisik, medis non medis sesuai standar pelayanan.

Hagian hetiga
Kelembagaan RSJ Mutiara Sukma

Paragmai 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7

(1) R&J Mutiara Sukma adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daemah
yang bersifat khusus yvang bernda dibawah Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat RSJ Mutiara Sukma dipimpin oleh
Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinmi Nusa Tenggara Barat dan memilikih otonomi dalam
pengelolnan keunngnn dan barmng milik Daernh serm bidang
kepegawaian.

(2) RSJ Mutiara Sukma mempunymi tugas membantu CGubemur
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
keschatan fjiwa, melaksanakan upava kesehatan vang khusus
menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelavanan di
bidang lkeschatan jiwa dan penvelengenraan pendidikan,



penelition dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan
pelayanan bermutu sesual standar pelayanan RSJ Mutiara
Sukma.

(3] Dalam melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud pada avat (2)

RSJ Muniara Sukma menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggamman  pelayanan medik dan pelayanan asuhan
keperawnatan;

b. penyelenggamman pelayanan penunjang medik dan non medik;

¢, penvelenggaraan pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan,

d. penvelenggaraan  administrasi  umum, kepegawaian dan
kerumahtanggan;

e. penvelenggarann administrasi  perencanaan, keuangan dan
Assct;

f. penyelenggaraan informasi dan teknologi rumah sakit;
g penyelenggaraan pelaiyvanan rujukan khusus kesehatan jiwa;
dan

h. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Gubermnur melalul
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Paragraf 2
Susiinan Organisasi
S et

Susunan Organisasi RSJ Mutiara Sukma terdin dari:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari -
1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan;
2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset,
c. Bidang Pelayanan, terdiri dan :
1. Seksi Pelayanan Medik;
2. Seksi Keperawalan,
d. Bidang Penunjang, terdini dari :
1. Seksi Penunjang Medik;
2. Selmi Penunjang Non-Medil.

e Insatnlasi;

. Urusan;

g Dewan Pengawas;

h. Satuan Pengawas Internal,

i. Komite,

}-  Kelompok Stal Medis,

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesempat

Pemilik
Pasal 9

Pemilik RSJ Mutiara Sukma Jiwa adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
Pasal 10

(1) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggungjawab
dalam:



(2)

(3)

. kelangsungan operasional, perkembangan dan kemajuan RSJ

c.

Mutiara Sukma sesuai dengan vang diharapkan;

tata kelola RSJ Mutiara Sukma, memberikan persetujuan atas
modal (capital) dan anggaran operasional RSJ Mutinra Sukma;
dan

menutup defisit anggaran RSJ Mutiara Sukma.

Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung gugat
atas terjadinya kerugian pihak lain, termosuk pasien, akibat
kelalaian dan/amu kesalahan dalam pengelolaan RSJ Mutiara
Submma.

Pemilik dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyal kewenangan:
a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Pola Tarif dan

b.
C.

d.

Stundar Pelayanan Minimal (SPM) RSJ Mutiara Sukma;
menetapkan struktur organisasi RSJ Mutara Sukma;
menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola dan Dewan
Pengawas;

melakukan evaluasi atas kinerja pejabat pengelola dan Dewan
Pengawas yang dilakulan minimal 1 (satu) tahun sekali;
menetapkan regulasi pengelolaan keuangan dan sumber daya
manusia BSJ Mutinra Sukma, kewenangan atas penetapan
regulasi ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutinm
dengan tetap mengacu kepada ketentuan peratumn
perundang-undangan;

memberikan arahan kebijakan RSJ Mutiara Sukma;
memberikan persetujusan atas rencana strategis RSJ Mutiara
Sukma, mengawasi dan membina pelaksanannya sesual
mekanisme vang telah ditentulkan Pemerintah Provinai NTB.
memberikan persetujuan atas program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien serta menerima dan menindak lanjuti
lnporan peningkatan mutu dan keselamatan yvang diterima,
kewenangan persetujusn dan tindak lanjumya didelegasikan
kepada Dewan Pengawas;

memberikan persetujuan atas visi dan msi RSJ Mutiar
Sukma serta mengumumbkannya ke publik, kewenangan
untuk mengumumkan visi dan misi RSJ Mutiara Sukma ke
publik didelegasikan kepada Direkiur;

menjamin adanya review berkala terhadap visl dan misi RS
Mutiara Sukma;

memberikan  persetujuan atas  program  pendidikan dan
penelitian  profesional  kesehatan, serta melaksanakan
pengawasan terhadap mutu program tersebul, kewenangan
atas persctujuan dan pengawasan ini didelegasikan kepada
Direktur RSJ Mutiara Sukma;

melakukan pengonwasan atas pelaksanaan kendali mutu dan
kendali binya, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan
kepada Direktur RSJ Mutinrn Suktma;.

melakukan pengawasan dan menjaga hak dan

pasicn serta hak dan kewajiban rumah salot dilnksanakan di

RSJ Mutara Sukma, kewenangan wlas pengawasan ini
didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutiara Sukma;
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n. melakukan pengawasan dan menjaga hak dan kewajiban
pasien serta hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan di
RSJ Mutara Sukma, kewenangan atas pengawasan ini
didelegasikan kepada Direktur RSJ Mutiarm Sukma; dan

0. melakukan pengawasan atas kepatuhan penerapan etika
rumah sakit, etika profesi, dan permaturan perundang-

undangan, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan
kepada Direktur RS Mutiara Sukma.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Paragral 1
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 11

Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubermnur
berdasarkan usulan Direktur.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud poada ayat (1)
merupakan unit nonstruktural pada RSJ Mutinmm Sukma yang

bersifat independen dan berianggungiawab kepada Qubernur,

Dewan  Pengawas Iﬂhﬂh‘l‘lﬂﬂl dimaksud pada avat (2)
berkedudukan di RSJ Mutiara Sukma.

Paragrafl 2
Keanggotnan Dewan Pengawas

Pasal 12

Dewan Pengawas terdirl dari 3 {tiga) orang anggota terdiri atas |

(satu) orang ketua merangkap anggots dan 2 (dua) orang anggota.

Ketua Dewan Pengawas sebaganimana dimaksud pada ayat [1)

berasal dari salah satu anggota.

Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipilih oleh anggota.

Keanggotaan Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud pada avat

(1) terdini dari unwar :

n. 1 [matu) orang pejnbat perangkat daerah yang membidangi
kegiatan BLUD;

I 1 [satu) omng pecfabat perangkat daecrah yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. | (satu) orang tenaga ahli vang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh
Cubernur.

Pengangkatan dan pemberhentinn Anggota Dewan Pengawas

sebagnimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Direlctur.
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Pasal 14

Untuk dapat diusulkan sebagal Anggota Dewan Pengawas harus

memenuhi kritena sebagal berikut:

a. schat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,pengalaman,

jujur, petilaku yang baik, dan dediknsi yang tinggi untuk

memajukan dan mengembangkan BLUD;

memahami perryelenggaman pemerintahan dasrah;

memiliki pengetahuan yang memadal tugas dan fungsi BLUD;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
Tugasnve,

. berijazah paling rendah 8-1 [Strata Satu);

g berusia paling tinggi 60 [enam puluh) tahun terhadap unsur
schagnimana dimaksud dalam Pasal 12 angka (4);

h. tidak permah menjadi anggota Direlsi, Dewan Pengawan, atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah _menvebabkan badan
usaha vang dipimpin dinvatakan pailit;

i tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

an

J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala

daerah atau calon wakil kepala deerah, dan/atau calon
angpots legislatif.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi
tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yvang bersangkutun,

Informasi kompetensi anggotn Dewan Pengawas sebagnimana

dimaksud pada ayvat (2] paling sedikit terdiri dari :

a. daftar riwayat hidup; dan

b. salinan/fotokopi jjazah terakhir vang dimiliki yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun,
dapat diangkat kembali untuk | (satu] kali masa jabatan
berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh)
tahun.

Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengnwas se
dimaksud pada ayat (1] sudah berusia paling tnggl 60 (enam
pulubh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berkutnya.

Anggota Dewnan Pengawas schagaimana dimaksud peada ayat (1)
diberhentikan oleh Gubernur karena:

n meningegal dunia;

b, masa jabatan berakhir; atau

¢. diberhentikan sewaktu-wakrtu.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan  sewaktu-wakiu

sebagnimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, karena:

o tidat depat melaksanakan tugasnya denpan baik;

b tiduk melaknanakan ketentunn  peraturan perundang-
undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLULD;

d. dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan yang
mempunyal kekuatan hukum tetap;
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e. mengundurkan diri; dan
I. terlibat dalam tindakan kecumangan vang mengakibatian
kerugian pada BLUD, negam, dan/atau daerah.

Pnsal 16

Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas vang berhenti dan
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan
aval (4), dapat dilakukan penggantian sepanjang memenuhi
kriteria sebagaimana dimalsud dalam Pasal 14,

Mnasa jabatan anggota Dewan Pengawan pengganti sebagaimann
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan
anggota Dewan Pengawnas yang diganti.

Paragraf 4
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 17

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pengelolaan RE) Mutiarn Sukma.

Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilareng mencampur dan
bertindak langsung terhadap teknis operasional RSJ Mutiara
Sukma. :

Pasal 18

Dewan Pengawas memiliki tugas :

a. memaniau perkembangan kegiatan BLUD;

b. menilal kinerja keuangan maupun kinerja nonkevangan BLUD
dan memberikan rekomendasi atas hasil penilajlan untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evalussi dan penilaian kKinerja
dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberiknn nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanaian tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:

1. RBA vang diusullan oleh Pejabat Pengelola;
2, permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan
BLUD: dan
3. kinerja BLUD.
4. Penilnian kinerja keunngan sebagaimana- dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
a) memperoleh hasil usaha atau hasil kerga dari layanan
yaung diberikan (rentabilitas),
b) memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
¢} memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
dj kemampuan penerimaan dar jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) huruf b, diukur paling sedilit berdasarkan pempektif

pelanggaran, proses intermnal pelayanan, pembelajaran, dan
pertumbuhan.



{3

Dewan pengawas melaporkan pelaksanann tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur secara berkala paling
sedikdt | (satu) kall dalam satu tahun dan sewaktu-wakru apabila
diperlukan.

Pasal 19

Dewan Pengawas RSJ Mutisra Sukma dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal wewenang :

2

b

i

12

13

14

5]

menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja
dan keunngan dari Direktur;

menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakulan aleh Satunn
Pengawna Intermal dengan sepengetahunn Direlctur dan memantau
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut,

meminta penjelasan dari Direkiur dan/atau pejabat pengelola
lainnya mengenal  penyelenggaraan | pelayanan | dengan
sepengetahuan Direktur sesuai dengan peraturan internal RSJ
Mutiara Sukma (hospital bylows) atau dokumen pola tata kelola
[corporate governance|;

meminta penjelnsan dan komite atou umit nonstruktural terlouit
pelaksanaan tugns dan fungsi dewsn pengnwns sesuni dengan
pemturan internal RSJ Muotiam Sukma (hosprtal bylaws) atau
dokumen pola tata kelola (corporate governance|,

berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun peraturan
internal RSJ Mutiara Sukma (hospital bylaws) atau dokumen pola
tata kelola (corporate governance), untuk ditetaplkan oleh
Oubernur; dan

memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSJ
Mutinra Sukma.

Paragrafl 5
Hapat

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan Kewajiban, Dewan Pengawas
sewaktu-wakty dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua
Dewan Pengmwas.

Rapat sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua
Dewan Pengawas atau Angpota vang ditunjuk oleh Ketua Dewan
Pengawas dan dianggap sah apabila dihadin paling sedikit 2 (dua)
orang Anggotn Dewan Pengawas.

Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 3 {tiga) kall dalam
1 (satu) tmhun atas undangan Ketua Dewan Pengawas,

Apabila diperfukan rapat antara Dewan Pengawas sebagaimann
dimaksud pada ayat (3) dengan Dircktur dan Pejabat Pengelola
dapat dindakan sewaktu-waktu atas undangan Ketuna Dewan

Pengawas atau atas permintaan Direktur,

Apabila dalam rapar sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dan
ayat (4) terdapat anggota Dewan Pengawas yvang tidak hadir maka
vang bermanghutan dinnggap menerima hasil mpat.
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Pamgraf 6
Sekretaris

Pasal 21

Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat
diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal darn
Pegawni pada RSJ Mutinm Sukma.

Sekretanin Dewnn Pengawan schagaimana dimakesud padn ayat (1)
diangkat oleh Gubermnur atas usulan Direktur,
Sekretarin Dewan Pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (1),
bukan merupakan anggotn Dewan Pengrwas.

Paragraf 7
Fembiayvaan
Pasal 22 h

Segala biaya yang diperlukan dalam rangha pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas dibebankan pada anggaeran RSJ Mutiara
Sukma.

Angrota Dewan Pengaowas dan Sekretaris Dewan Pengawans
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat diberikan
honorarium sesual kemampuan keuangan RSJ Mutiara Sukma.

Besaran honorarium Anggoia Dewan Pengawas dan Seckretaris

Dewnn Pengawaa sehagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragrafl B
Peran Dewan Pengawas Terhadap Staf Rumah Sakit

Pasal 23

Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam
bentiulk kebijaloin sebagni upava memberdavakan stal Rumah
Sakit untuk mencapai tuyuan RSJ Mutiara Sukma sesuai dengan

Peranan Dewan Pengawas sehagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalul interaksi dan  koordinasl secara
berkesinambungan, melalul pemberdayuan fungsi dalam Komite -
komite yvang ada di RSJ Mutiara Sukma.

Bagian Keenam
Pejabat Pengelola

Paragraf |
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 24

Pejabat Pengelola RSJ Mutiara Sukma adalah Pejabat Administrator
dan Pejabat Pengawas i RSJ Mutara Sukma vang
bertangpungjiawab terhadap kinerja operasional RSJ Mutiara
Sulkkma, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD
dalam pemberian layanan



(2) Pejabat Pengelola RSJ Mutiare Sukma sebagaimana dimaksud pada
avat (1) terdini atas:
n. Pemimpin adalah Direktur;
b. Pejabat Keuangan terdini dari :
1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2, Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
3. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan.
c. Pejabat teknis di bidang pelayanan terdini dari :
|. Kepala Bidang Pelayanan;
2. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
3. Kepala Sekai Keperawatan.
d. Pejabat teknis di bidang penunjang terdiri dar :
1. Kepala Bidang Penunjang:
2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
3. Kepala Sckzsi Penunjang Non Medik.

Pasal 25

(1) Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daesrah dan Kepegawaian
serta pelaksanann kegintan teknis lainnya di RS Mutiara Sukma.

Pasal 26

Pejabat Keuangan dan teknis bertangpungiawab kepada Direktur
sestni bidang tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 27

(1) Komposisi Pejabat Pengelola dopat dilakukan perubahan, baik
Jjumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi
sesual dengan kebutuban den permturan perundang-undangan.

(2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1] ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Direktur

melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Paragraf 2
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 28

(1) Pengangkatan Pejabat Pengelola RSJ Mutiara Sukma ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di  bidang kepegawaian berdasarkan
kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritns, kepemimpinan,
pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanasn tugas jabatannya.

(3} Kebumhan praktik bisnis yang sehar sebagmimana dimaksud
pada ayat (1} merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi
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berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan.
Pasal 29

Pejabat Pengelola sebagnimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
berasal dan PNS sesual dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan.
Mirektur bertindak selaku kuasa pengguna  anggaran/kunsa
pengguna barnng. '

Paragral 3
Persvaratan Pejabat Pengelola

Pasal 30

Persyaratan untuk dapat menjabat sebagal Pejabat Pengeloln adalah
sehagni berilout:

i Direktur, seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan

keahlian dibidang perumahsakitan yang memiliki integritas tinggi,

b. Pejabat Keuangan terdiri dari -

1) Kepala Bagian Tata Usaha : Seorang Sarjana Kesehatan yang
memenuhi kriterla keahlian, integritas, kepemimpinan dan
pengalaman di bagian perencanaan, keuangan. dan aset serta
umum, kepegawaian, dan kerumahtnnggaan.

2] Kepala Subbaginn Perencanann, Keuangan dan Aset : Seorang
Sanana Keschatan/Sarans Ekonomi yang memenuhi kriteria
keahlian, integntas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian
perencanaan, keuangan dan aset.

3) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan
Kerumahtanggaan: Seorang Sarjana  Keschatan/Sarjana
Administrasi vang memenuhi kriteria keahlian, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum,
kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

Pejubat Teknis di Bidang Pelayanan terdiri dari

1) Kepala Bidang Pelavanan: Secorang tenagn medis/tenaga
keperawatan yang mempunyni kemampuan, pendidikan,
keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang
perumahsakitan,

2) Kepala Seksi Pelayanan Medik: Seormng tenaga medis yang
mempunyal kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan
dan pengalaman dibidang perumahsakitan;

3) Kepala Seksi Keperawatan: Seorang tenaga perawat yang
mempunyni kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan
dan pengalaman dibidang keperawatan dan perumahsakitan.

Pejabat Telknis di bidang Penunjang terdiri dari :

1) Kepala Bidang Penunjang: Seornng Sarjana Keschatan yang
memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan
pengalaman  dibidang teknis penunjang medik dan non
medik.

2) Kepala Seksi Penunjang Medik: Seomng Sarjana
Kesehatan /tenaga medis yang memenuhi kriterin keahlian,
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integritns, kepemimpinan dan pengalaman dibidang teknis
penunjang medik.

d) Kepela Seckmi Penunmjang Non Medik: Seorang sarjana
kesehatan vang memenuhi kriteria keahlinn, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman dibidang teknis penunjang
non medik.

Paragraf 4
Pemberhentian Pejabail Pengeloln
Pasal 31
Pemberhentian Pejnbat Pengelola dilakukon sesum  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada avat
(2) ditetnpkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragral 5
Tugas, Wewenang, Tanggungiawab dan Fungsi Direktur

Pasal 32

Dalam melaksanakan ketentuan sebagnimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (6), direktur RSJ Mutiara Sukma ditetapkan selaku

kunsa pengguna anggaran dan kuansa pengguna barang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain selaku kunsa pengguna angegoran scebagnimana dimaksud

pada ayat (1], direktur RSJ Mutinra Sukma memiliki tugas dan

kewenangan:

A menyusun rencans kerja dan anggaran,

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c. menandatangani surat perintah membavar;

d. mengelola utang dan piutang dacrah vang menjadi tanggung
Jawnbnya;

e, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang
dipimpinnya;

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat
penatausahaan keuangan; dan

g menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya
dalnm rangka pengelolnan keuangan daerah.

Rencana kerja dan anggaran sertn dokumen pelaksanaan
angearan schagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf a dan huruf
b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAFD)
Frovinal Nusa Tenggara Barat melalul Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) Provinsi Nusa Tengpara Barat untuk diverifikasi

sesuni dengan ketentuan pernturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (6), Direktur RSJ Mutiorm Sukma melaksanakan
belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran scebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurufl b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Direktur RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada ayat
(4] bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja RS Mutiara Sukma.

Dalam pertanggungjawnban keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (6), direktur RSJ Mutinra Sukman menyusun
Iaporan pertanggungiawaban keuangan vang merupakan bagian
dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud
pada avat (6] disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan
Provinal Nusa Tenggarn Barat dan laporan keuangan Pemerintal
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tata carmn dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Otonomi  dalom  bidang kepegawaian schbagnimana  dimaksud

dalam Paaal 4 ayvat (6], dilaksanakan melalui ketentuan: _

a Direktur RSJ Mutiara Sukma dapat mengusulkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai
aparatur sipil negarm kepada pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b, Direktur RSJ Mutisrm Sukma memiliki kewenangan dalam
menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara
dalam pelaksanaon tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai
dengan ketentuan persturan perundang-undangan; dan

c. Direlctur RSJ Mutinra Sukma memililkd kewenangan dalam
pengelolaan dan pembinaan pegawal di  lingkungan RS
Mutiara Sukma sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanaknn rugns sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Direktur RSJ Mutiarn Sukma menyelenggaraknn fungsi:

a. penetapan kebijakan usulan perencanaan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan kegiatan pelavanan dan pembangunan
Rumah Sakirt;

b. penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelavanan umum
di bidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan;

¢. pembinaan dan pengawasan tugas di bagian tata usaha, bidang
pelayanan medik, dan bidang penunjang medik;

d. pengawasan, pengendalinn kegintan RSJ Mutinra Sukma
Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

e. pelaksanaan tugas lain vang diberikan Gubernur melalul Dinas
Keschatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas
dan fungsinva.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 33

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seomng Kepala Baginn dan
bertanggungjawab kepada Direktur.
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Kepala Bagian Tata Usaha sebaganimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyal tugas dan wewenang dalam melaksanakan sebagian
tugas Direktur vaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian
dan lkoordinasi kegiatan lingkup administrasi umum,
kepegawaisn dan Kerumahtanggaan serta perencanaan, keuangan
dan asset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2],

Kepala Bagian Tata Usaha menyvelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebjjakan, perencanaan dan pelaporan kinerja
rumah salat;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;

c. penyvelenggarann  administrasi  umum, kepegawaian dan
kerumahtanggaan;

d. penyelenggaman pelayanan informasi dan teknologi rumah
saldit;

e. pengendalian, keamanan dan ketertiban rumah sakit; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberilan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsl sebagaimana
dimaksud pada ayart (3) Kepala Bagian Tata Usaha membawnhi -
i. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan; dan

b. Subbagian Perencanpaan, Keuangan dan Aset.

Pasal 34

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawainn dan Kerumahtanggan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
wewenang dalam pengelolaan administrosi umum rumah sakit,
pengelolaan  kepegnwman, pelayanan  kehumasan, pelayanan
informasi dan teknologi rumah salat, ketatalaksanaan dan
kelembagaan rumah sakit pengendalian, keamanan dan
ketertiban rumah  sakit, pelayanan kerjasama, pelaksanaan
pengelolann  sarana mobilitnal dan  kerumahtangpaan serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawainn dan Kerumahtanggan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha,

Pasal 35

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dipimpin oleh
searang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Perencanann, Keuangan dan Asel
sehagnimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas dan
wewenang dalam melaksanakan perencanann  pengonggaran,
penyusunan pelaporan, evaluasi dan penataausahaan keuangan
rumah sakit, perencanaan dan penviapan bahan pengelolaan
administrasi perlengkapan/aset, sarana dan prasarana bahan
hobis pakai rumah sakit serta melaksanakan tugas kedinasan
lain vang diberikan oleh atasan;
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Repala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2],
bertanggungiawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketign
Bidang Pelayanan

Pasal 36

Bidang Pelavanan dipimpin oleh seorang kepala Bidang,

Kepala Bidang Pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugas
pokok direktur dalam pelaksanan penvusunan kebutuhan
pelayanan medik dan  lkeperawaisn, pengawasan  dan
pengendalian, penggunaan fasilitas pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan penvusunan bahan, rencana progrmm
dan petunjuk teknin  pengelolasn  lingkup tugas  pokok
pelayanan medik dan pelayanan kepernwatmn;

b. pengelolaan lingkup tugas pokok pelavanan medik dan
pelayanan keperawatan;

c. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program lingkup tugas pokok pelavanan medik dan
keperawatan;

d. pelaporan dan pengkajian hasil pelaksanaan lingkup tugas
pokok pelayanan medik dan pelayanan keperawatan; dan

¢. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
ATASAN,

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Kepala Bagian Pelayanan membawahi :

a. Seksni Pelayanan Medik; dan
b. Seksi Kepernwatan.

Pasal 37

Seksi Pelavanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Selsi.
Kepala Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan
perencanaan, penyusunan  kebutuhan pelayvanan  medik,
pemantauan, pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medik
dan pengelolaan SOM Pelayanan Medik sertn melaksanakan tugas
kedinasan lain yang diberikan aleh atasan.

Kepala Seksi Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas
sebaganimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungiawab kepada
Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 38
Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pads ayst (1)
mempunyai  tugns dan  wewenang dalam melaksanakan
perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evalunsi,
pelaporan pengembangan mutu keperamwatan dan pengelolann



13

(1)
(2]

(3

4

(1)
(2}

(3}

(1
(2}

SDM Kepernwsntan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan.

Kepala Sekni Keperawatan dalam melakaanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungiawab kepada
Kepala Bidang Pelayunan.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang
Pasal 39

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyal tugas pokok melaksanakan tugas pokok Direktur
dalam  penvusunan  kebutuhan  pelayanan  penunjang,
pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas penunjang,
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Penunjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
n. pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencans program

dan petunjuk teknis pengelolaan linglkup penunjang;
b. pengawasan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program lingkup penunjang
c. pelaporan pelaksanaan kegintan lingkup penunjang;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberiknn oleh

atmwan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dun fungs sebagaimans
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3] Kepala Bidang Penunjang
membawahkan:

a. Seksi Penunjang Medik; dan

b, Seksi Penunjang Non Medik.

Pasal 40
Selesl Penunjang Medik dipimpin oleh seomng Kepala Selosi.

Kepala Selsi Penunjang Medik sebagnimana dimaksud pade ayat
(1] mempunyai tugns dan wewenang dalam  melaksanakan
perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluaasi
dan pelaporan dalam pelayanan farmasi, pelayanan gixi,
pelayanan  laboratorium, Pendidikan dan Pelatihan  serta
melaksanakan tugns kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Secksi Penunjang Medik dalam melaksanakan rtugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 41
Seksi Penunjang Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugns melaksanakan perencanaan,
pemantauan, pengendalinn, pengawasan, cvaluasi dan pelaporan
dalam pelayanan pemulasaraan jenazah, kesehatan lingkungan,
laundry, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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Kepala Seksi Penunjang Non Medik dalam melaksanalan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Penunjang.

Bagian Ketujuh
Organisam Pelaksna

Parngraf 1
[natalasi

Pasal 42

Instalasi merupakan unit pelayanan non  struktural  yvang
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan
pelavanan medik dan non medik, penunjang medik dan non
medik, pendidikan dan penelitian rumah sakit

Pembentukan instnlasi sebagnimana dimaksud peda ayat (1)
ditetapkan oleh  direktur RSJ Mutiarm Sukma sesuni
kebutuhan rumah salat.

instalas scbagaimana dimaksud pada aymt (2) dipimpin oleh
Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Kepals Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
melaksanakan tugasnva dibantu oleh tenaga fungsional
dan/atau non medis.

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi

schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dengan
Keputusan Direktur.

Pasal 43

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban: merencanakan,
melnknsanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan
kegintnn  pelavanan di  instalasinya masing-masing kepadna
Direktur melalui kepala bidang dan kepala seksi terkait.

Untuk menjalankan fungsi koordinasi instalasi di BSJ Mutinm
Sukma, Direktur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala
Bidang Pelavanan, dan Kepala Bidang Penunjang wuntuk
memfasilitasi  kebutuhan instalasi sesual bidang tugasnya
MAKNE-MAKINE.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimann
dimaksud pada ayat (1), Kepala Instalasi menyusun regulasi
dalam bentuk kebijakan, pedoman/panduan dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan di instalasi.

Paragrafl 2

Urusan

Pasal 44

Urusan merupakan unit kerja non struktural yang menyediakan

fasilitas dan menvelenggarmbkan kegintan pelavanan administrasi

dan asel.
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Pembentukan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur RS Mutiara Sukma
sesuai kebutuhan rumah sakit.

Urusan sebagaimana dimaksud pada avar (2) dipimpin oleh
Kepala Urusan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dalam
melaksanakan tugasnya dibantu aleh tenaga fungsional umum.

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis urusan

sebagaimana dimaksud pada aat (1) ditenpkan dengan
Keputusan Direktur.

Paragral 3
Ruang

Pasal 45

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan keperawatan
dibentuk Ruang yang merupakmn umt fungsional pelaksana
pelayanan kepernwatan.

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Ruang yang dianghkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Dalam melaksanakan kegintan operasional pelayanan Kepala
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2] bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Kepaln Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh minimal satu orang Ketua
Tim ditambah staf yang merupakan tenaga fungsional dan/atau
tenaga non fungsional,

Pasal 46

Kepala Ruang mempunyal fugas dan kewajiban merencanakan,
melaksanakan, memonitor dan mengevalunsi, serta melaporkan

keglatan pelayanan keperawatan di ruangannya masing-masing
kepads Kepala Seksi Keperswatarn.

Untuk menjalankan fungsl koordinasi, Direktur mendelegasikan
kewenangannya kepada Kepala Seksi Keperawatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) meminsilitisi kebutuhan ruang sesuai
Jenis pelayanan keperawntan masing-masing

Paragral 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

Kelompok Jabatan fungsional mempunvai tugas melakukan
kegiatan mesuai dengan jabatan fungsional masing-muasing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri darl sejumlah tenags fungsional yang terbagi atas
berbagal kelompok jabatan fungsional sesusi dengan aifat dan
keahlinnnya.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat
(2) secara administratif bertanggungjawab kepada Direktur
melalui Kepala Bidang dan Kepala Bagian, secara operasional
berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada kepala seksi dan
kepala subbag. sesuai pembidangannya.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatun fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dintur berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Paragraf 5
Hulmnpull: Stal Medis

Pasal 48

Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter dan/atau
dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesinlis
vang melakuksn pelavanan dan telah disetujui sertn diterima
sesunl dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi
masing-masing di RSJ Mutiara Sukma

Kelompok Stafl Medis sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri
dari Kelompok Staf Medis Fungsional Psikiatrik, Kelompol Staf
Medis Fungsional Non Peikiatrik dan Kelompok Staf Medis
Fungsional Umum

Kelompok Staf Medis sebaganimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas melakukan pelayanan medis, penelitian pengembangan
pelayanan medis sesuni dengan kemajuan ilmu kedokteran,

meningkatkan keterampilan dan ilmu  pengetahuan sorta
memberikan pendidikan dan pelatihan.

Kelompok Stal Medis scbagaimana dimaksud pada ayat (3] secara
administratil manajerial bertanggungiawab kepada Direktur.

Paragmaf 6
Peraturan Internal Stafl Medis | Medical Stafl Bylaws)

Pasal 49

Peraturan Internal Staf Medis merupakan sustu  peraturan
pengorganisasian stal medis, komite medis, peran, tugas dan
kewenangan staf medis di RSJ Mutiara Sukma.

RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pads ayatr (1)
menyusun Peraturan Internal Staf Medis untuk meningkatikan
mutu profesi medis dan mutu pelayanan medis.

Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) ditetapkan dongan Keputusan Dircktur sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pamgraf 7
Tenaga Pernwat

Pasal 50

Tenaga Perawat merupakan kelompok tenaga perawat yang
bekerin di bidang keperawatan dalam jubatan fungsional.

Tenaga Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyad
tugas melaksanakan asuhan keperawatan profesional.

Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Perawnt sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] menggunakan pendekatan tim dengan
tenagn profesi terkait.

Paragral 8
Peraturan Internal Stal Keperawatan | Nursing Staff Bulaiis|

Pasal 51

Peraturan Internal Staf Keperawatan merupakan aturan yang
mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga
kepermwamn di RSJ Mutinra Sukma, meliputi  penyelenggarann
profes:  wtafl I-r.eperl“l:nn dan mekanisme tata kerjn  komite
keperawatan.

Peraturan Intemal Staf Kepernawatan sebagaimana dimalksud pada
ayat (1) disusun oleh komite keperawatan dan disahkan dengan
Keputusan Direktur sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 9
Tenaga Kesshatan Lain

Pasal 52

Tenaga Kesehatan Lain merupakan kelompok tenaga kesehatan
non medis non keperawatan yang bekerja di bidang pelayanan
Tenaga keschatan sebagnimana vang dimaksud pada ayvat (1)
terdiri dari Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Ahli Teknologi
Laboratorium Medik, Fisioterapis, Nutrisionis, Okupasl Terapis,
Perebkam Medis, Psikologi Klinis, Radiografer, Fisikawan Medin,
Sanitarian, Terapis Wicara, Penvuluh Kesehatan Masyarakat,
Teknisi Elektromedis, Terapis Gigi, Administrator Kesehatan, dan
tenagn keschatan |nin sesuni dengan ketentumn permturan
perundangan.

Tenaga Kesehatan Lain sebagnimana dimaksud pada avat (2)
mempunyal tugas melaksanakan pelayvanan lesehatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinyn.

Dalam melaksanakan tugasnyn tenaga  kesehatan  lain

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pendeckatan
tim dengan tenagn profesi terkait
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Bagian Kedelapan
Organisasi Pendukung

Paragraf 1

Satuan Pengawas Internal

Pasal 53

Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh Direktur untuk
pengawasan dan  pengendalinn  intermnal  terhadap  kinerja
pelayanan, keuangan dan pengnruh lingkungan sosinl dalam
menyelenggarakan prakick bisnis yang schat.

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada avat (1)
yuitu pengawas internal vang berkedudukan langsung dibawah
Direktur.

Tugas Satuan Pengawas Intermal sebaganimana dimaksud pada

ayat (2) dalam membantu manajemen untuk:

a. pengamanan harta kekayaan;

b. menciptakan akurasi sistem informasi keunngan;

¢, menciptakan efesiensi dan produktivitas; dan

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Untuk dapat diangkat sebagali satuan pengawas intermal
-d:nplmmu dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat:
schat jasmani dan rohani;

memilild keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku vang
baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan BLUD;

memahami tugas dan fungsi BLUD;

memilili pengalaman teknis pada BLUD;

berijazah paling rendah D 111 (Diplama 3);

pengalaman kena paling sedikit 3 (tign) tahun;

tidak pernah dihukum lerena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 2
Komite

Pasal 54

Komite merupakan wadah non struktural vang terdiri dari tenagn
nhli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan

strategis kepadn Direktur dalam rangks peningkatan dan
pengembangan pelayanan Rumah Sakic

Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur sesuni kebutuhan rumah sakit, terdiri
dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga
Kesehatan lain, Komite Etik dan Hukum Rumah Saldt, Komite
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Pencegahan
dan Pengendalinn  Infeksi  (PPl), Komite Keselamatan dan
Keschatan Kenpa, Komite Farmasi dan Terapi, dan Komite Etik
Penelitian serta komite lainnya.
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Komite sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Direktur melalul Kepala Bagian/ Kepala
Bidang dan Kepala Seksi terkait,

Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang Komite sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui surat keputusan
Direktur.

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite
sebagnimann dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur
sesuni kebutuhan rumah sakir.

Bagian Kesembilan
Tata Kerja

Fasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya, Direltur wajib mmplmn
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik
internal maupun eksternal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1], Direktur dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian dan 2 {dua)
Kepala Bidang di bawahnya.

Direktur sebagaimana dimaksud pada nyat (2) bertanggungjawab
memimpin dan mengorganisasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugns kedinasan.
Setiap Pejabat Administrator bertanggungiawab kepada Direktur
dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu
diperiukan.

Setiap Pejnbat Pengawas bertanggungiawab kepada Pejabat
Administrator dan menyampaikan laporan ecoarn berkala atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan penyusunan
laporan pejabat administrator kepada Direkiur sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Setiap lapomn sebagnimana dimaksud padn ayat (4) yang diterima
oleh Direktur, wajib diolah den dipergunakan sebagai bahan
penvusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Laporan sebagnimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan
tembusan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi lain di
lingkungan satuan organisasi yang secara fungsional mempunysai
hubungan kerja.

Setiap Pejabat wajib mengawasi bawnhannya masing-masing dan
apabiln terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langiah
vang diperlukan sesuni dengan ketentuan peratumn perundang-
undangan.

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Dewan
Pengawas wajib mengadakan rmpat berkala



Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Sumber Daya Manusin atau Pegawai

Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan

Pasal 56

Pengelolann Sumber Dayva Manusia atau pegawasi berorientasi pads
pemenuhan secarn kuantitatif dan kualitatf untuk mendukung
pencapaian tujuan organisasi secarn efelctif dan efinien.
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Paragraf 2
Penganghainn dan Perekruton Pegawai

Pasal 57

Pegawai RSJ Mutinra Sukma dapat bernsal dari PNS, PPPK dan
Pegawai Non PNS BLUD.

Pengangkatan pegawai RSJ Mutiara Sukma yang bernsal dari PNS
dan PPPK sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Perekrutan dan pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] sesuai dengan ketentuan dan surat
keputusan Direktur RSJ Mutinra Sukma.

Paragral 3
Penghargaan

Pasnl 58

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai RSJ
Mutiara Sukma dapat diberikan penghargaan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Direktur,

Paragraf 4
Mutasi dan Rotasi Pegawai

Pasal 59

Mutasi pegawai vang berasal dari PNS dan PPPK dilakukan sesual

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Rotasi pegawai PNS, PPPK dan FPegawal Non PNS BLUD

dilaksanalan dengan tujuan untuk peningkatan kinerjan dan

pengembangan kanr.

Rotasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan dengan

mempertimbangkan:

o penempatan sescorang pada pekerjaan yang sesual dengan
pendidikan dan keterampilannya;

b. masa kerja di unit tertentu;

c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;

d. pengembangan dalam menunjang karir, dan
¢. kondisi fisik dan paikis pegawai untuk menghindan comjfort zona.
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Paragral 5
Disiplin Pegawai

Pasal 60

Dimiplin _ pegawal merupakan kesanggupan pegawal unfuk
mentaati kewajiban dan menghindari larangan vang ditentukan
dalam pemturan perundang-undangan dan/atauy  peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilangear akan dijatuhi
hukuman disiplin. .

Pelanggaran disiplin merupakan setinp ucapan, tulisan, atau
perbuatan pegawai yang tidak mentaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin pegawal sebagnimana
dimaksud pada ayat (1), baik yang dilnkukan di dalam maupun di
luar jam kerja.

Pegawai RSJ  Mutiern Sukma  yang melanggar  disiplin
sehbagaimana dimaksud pada ayat (1] dikennkan hukuman
digiplin sesuni dengan ketentuan pematuran  perundang-

undangan.
Paragraf 6
Pemberhentinn Pegawnai

Pasal 61

Pemberhentian pegawal beratatus PNS dan PPPK dilakulan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pemberhentian pegawai berstatus Pegawa: Non PNS  BLUD
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan RSJ Mutiara
Sukma.

Bagian Kedun Belas
Standar Pelavanan Minimal

Pasal 62

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangknuan dan kualitas
pelayanan umum yang diberikan oleh RSJ Mutmama Sukma,
ditetapkan Standar Pelayanan Minimal.

Stundar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
harus mempertimbangkan kualitas lavanan, pemerataan dan
kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatiknn

lnyanan.

Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Gubermnur berdasarkan usulan

Direkiur.

Bagian Ketign Belas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 63

Pola Pengelolaan Keuangan di RSJ Mutiara Sukma menganut Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehot



untuk meningkatkan pelayanan kepada masyamkat dalam rangka
memajukan kessjahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keusngan
dasrah pada umumnya.

Pasal 64

Penpelolaan keuangan RSJ Mutiara Sukma berdasarkan pada prinsip
cfisiensi, efektivitas dan produktivitaa dengan berazaskan
akuntabilitas dan transparansi. .

Pasal 65

Dnlam mangka penerapan prinsip dan azas schaguimana dimaksud
dalam Pasal 64, dalam penamusahann keuangan tentang penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum (BLU) R&J Mutiara Sukma makn disesunikan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan [SAP) sesum: dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai stundar akutans
vang berlaku di Pemerintahan Dacrah.

Bagian Keempat Belas

Struktur Anggaran
Pasal 66
Struktur anggaman RSJ Mutinrm Sukma, terdin atas:
#.  pendapatun;
b. belanja; dan
¢. pembiavaan.
Bagian Kelima Belas
Pendapatan
Pasal 67

Pendapatan RSJ Mutinra Sukma scbagaimana dimaksud dalam pasal
66 huruf a bersumber dari;

jasa layanan;

hibah;

hasil kerjasama dengan pihak lain;

APBD;

AFPBN; dan

lain-lain pendapatan yvang sah.

Pasal 68

(1) Pendapatan RSJ Mutara Sukma vang bersumber dar jasa
layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dapat
berupa imbalan yang diperoleh dar jasa lavanan yang diberikan
kepads masyaraloat

(2] Pendapatan RSJ Mutinra Sukma vang bersumber dari hibah
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dapat berupa
hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dan
masyarakat atau hadan lain.

(3) Hanil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf ¢ dapat berupa perolehan dar kerjasama

meongp
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operasional, sewn menyewa dan usaha lainnya yang mendukung
tugas dan fungsi RSJ Mutiara Sukma.

Pendapatan RSJ Mutinta Sukma yang bersumber dari APED
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dapat berupa
pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanasn program atay kegintan di RSJ Mutiara Sukma.

Pendapatan RS8J Mutinra Sukma vang bersumber dari APBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf ¢ dapat berupa
pendapatan yang berasal dan pemierintah pusat.

R3J Mutinra Subkma dalam melaksanakan pengelolaan APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara

terpisah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-

undangan.

Lain-lain pendapatan RSJ Mutiara Sukma yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 huruf {, antara lain:

o. hasil penjualan kekavaan vang tidak dipisahkan;

b.jasa gire;

c. pendapatan bunga;

d,::l:‘n;tunpn selisih nilai tukar rupinh terhadap mata uang

e, komisi, polongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dar
perjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSJ
Mutiara Sukma,

[, investasi;
g pengembangnan usaho.
Bagian Keenam Belas
Investasi
Pasal 69

RSJ Mutiara Sukma tidak dapat melakukan investasi jangka

panjang kecuall atas persetujusn  Menteri Keuangan atau
Qubernur.

Investasi jengha panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdini dan investasi permanen dan investasi nonpermanen.

Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada avat (2), antara
lnin berbentuk penyertann modal.

Investasi nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
antara lain sebagai berikut:

a investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;

b, investasi dalam bentuk dana bergulir;dan

c. investasi nonpermanen lainnya.

Kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUN/BUD, tetapi
investas tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU.
Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU
sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi

yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam

laporan kevangan BLU.
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BUN/BUD sehagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pemilik
investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLU pada

laporan keuangan BUN/BUD.

Pasal 70

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
uyat (7) huruf (g dilakukan melalui pembentukan unit usaha
untuk meningkatkan layanan kepada masvarakat.

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari RSJ Mutinra Sukma vang bertugas melakukan
pengembangan lnyanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan
untuk mendukung kegiatan RS.J Mutinra Sukma_

Pasal 71

Pendapatan RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f dikelola langsung untuk
untuk membiayai pengeluaran RSJ Mutiara Sukma sesuai DPA
dan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

Pendapatan R3J Mutinm Sukma sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas RS Mutiara Sukma.

Seluruh pendapatan RSJ Mutiara Sukma schagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilnporkan kepada Inspektorat dan Badan
Pendapatan Daerah (Bappenda) setiap bulan, dan kepada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (HPKAD) setiap triwulan,

Format laporan pendapatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3],
sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belan
Belanja
Pasal 72

Belanja RSJ Mutinra Sukma schagaimana dimaksud dalam Pasal
66 hurufl b terdin atas:

#. belanja operasi; dan

b. belanja modal.

Belanjn operasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
mencakup seluruh belanjn RSJ  Mutiara  Subma  untuk
menjulankan tugas don fungsi.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup seluruh belanja RSJ Mutiara Sukma untuk perolehan
asset tetap dan asset lainnya yang memberl manfaat lebil dari 12
(dua belas] bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSJ Mutiara
Sukma.

Belanja modal sebaganimanas dimaksud pada avar (3] meliputi
belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan
bangunan, belanja jnlan, irigasi dan jaringan dan belanjn aset
tetap lainnya.
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Pasal 73

Seluruh  pengeluaran/belanja RSJ Mutiara Sukma yang
bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaporkan
setinp bulan kepada Biro Administrasi Pembangunan dan
Lavanan Pengndaan Barang/Jasa Pemeriniah dan ditembuskan
kepada BPKAD dan BAPPEDA.

Seluruh  pengeluaran/belanja RSJ Mutiomm Sukma yang
bersumber sebagaimana dimaksud pada ayvar (1) dilakukan
dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembavaran (SPF) dan
Surat Perintah Membayar (SPM) untuk biaya vang bersumber dari
APBD, dan Pengesahan vang dilampiri dengan Surmt Pernyatasn
Tanggungiawab [SPT.J) untuk biaya yang bersumber dari BLUD.

Formut SPTJ sebagnimana dimaksud pada ayat (2) dan format

laporan pengeluaran sehagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
ketentuan vang berlaku.

Pasal 74

Pengeluaran biays RSJ Mutiara Sukma diberikan fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegintan pelayanan.
Fleksibilitas pengelurran biaya RSJ Mutiara Sukma sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang
disesunikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam
ambang batas Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan
secara definitf

Fleksihilitan pengeluaran biaya RSJ Mutiara Sukma sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], hanya berlaku untmuk biaya RSJ Mutiara
Sulmma vang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan
hibah terikat.

Dalam hal terjadl kekurangan anggaran, Direktur dapat
mengajukan usulan tambahan anggaran dar APBD kepada
Gubernur.

Pasal 75

Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayar (2], ditetapkan dengan besaran porseniase.

HBesaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan dengan mempertimbangkan fukiuasi kegintan
operasional RS Mutiara Sukma.

Besaran persentase scbagaimana dimoksud poda ayat (2),
ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSJ Mutiara
Sukma oleh Direktur RSJ Mutiara Sukma vang disetujui oleh
Badan Pengelolaan Keuangan Daemh (BPKAD), dan disyahkan
oleh Dewan Pengawas (Dewas).

Persentnse ambang batas tertentu sebagnimana dimaksud pada

ayat (1}, merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat
dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabhkan.



Bagian Kedelapan Belus
Pembiayaan

Pasal 76

(1} Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf

(2)
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(2}
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¢ terdirt atas:

. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengelunran pembiayaan.

Pembiayaan sebagaimana dimakkud pada ayvat (1] merupakan
semun  penerimaan yang perlu  dibavar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pads tahun anggaran
berikutnym.

Pasal 77

Penerimaan pembiayaan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 76
avat (I} huruf & meliputi:

. sisa lebih perhitungan anggaran tabun anggaran sebelumnya;
b. divestuai

c. penenmann utang/pinjaman.

Pengeluaran pembiavann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (1) huruf b meliputi:

. investasi; dan

b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Hagian Kesembilan Belas
Perencanaan dan Penganggaran
Badan Layanan Umum Daesmah

Pasal 78

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang menerapkan BLUD

menyusun RBA mengacu pada Renstra.

RBA sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun berdasarkan:

n. anggaran berbasis kinerja;

b. standar satuan harga; dan

¢. kebutvhan belanja dan kemampuan pendapatan yang
diperkimakan akan diperoleh dar layanan yang diberikan
kepada masvarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain
dan fatau hasil usaha lalnnya, APBD, dan sumber pendapatan
BLUD lainnya.

Anggaran berbasis lanerjn sebagnimana dimaksud pada ayvat (2)
hurufl & merupakan analisis kegintan vang berorientasi pada
pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara
efisien.

Standar satuan hargn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b merupakan harga satuan setinp unit barang/jasa yang berlaku
di daeruh.

Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga

stbagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan
standar satuan harga vang ditetapkan oleh Gubermur.
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]'{_el:uluhnn belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul ¢ merupakan pagu belanja yang
dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 79

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 avat (1), meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiavann;

c. perkirnan harga;

d. besaman persentase ambang batas; dan

e. perkiraan maju atau / forward estimate.

RBA sebagaimana dimaksud poada ayvat (1) menganut pola
anggaran fleksibel dengan suatu presentass ambang batas
tertentu.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar
poelayanan minimal.

Pasal BO

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan

pendapatan, belanja dan pembiavaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja  dan.  pembiayaan
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b,
merupakan rencana anggaran untuk selurub kegiatan tahunan
yang dinyatnkan dalam satuan uang vang tercermin dar rencann
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
huruf ¢, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ainu
jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
Besaran persentase ambang batas sehagnimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (1) huruf d, merupakan besarmn persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional
vang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbanghkan
Muktuasi kegiatan operasional BLUD,

Peridraan maju sebagnimana dimaksud delam Pasal 79 ayat (1)
huruf e, merupakan perhitungan kebutuhsn dana untuk tahun
anggaran berikutnya dan tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan vang telah
disstujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya.

Pasal 81

Pendapatan BLUD sebagnimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf
a, huruf b, hurul ¢ dan huruf e diintegrasikan /dikonsolidasiknn

ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode
rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenin lain
pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari
BLUD.
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Belanja BLUD sebagnimana dimaksud dalam Pasal 72 yang
sumber dananva bemmsal dar pendapatan BLUD

dimaksud dalam Pasal 67 hurul a, hurufl b, huruf ¢ dan huruf
dan sing lebih perhitungan AngRIAn BLUD,
diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun
belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam | (satu) program, |
(satu) kegintan, | (satu) output), dan jenis belanja.

Belanja BLUD sebagaimara dimaksud pada ayat (2) dialokasikan

untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan
pelayvanan dan pendukung pelavanan.

Pembiayman BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya
diintegrasilcan /dikonsolidasikan  pada akun pemhinjrun pada
Satunn Kenan Pengelolnan Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah.

BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana
dimaksud puda ayat (2], sepanjang tidak melebihi pagu anggaran
dalam jenia belanja pada DPA. untuk selanjutnyva disampalkan
kepada PPRD.

Rincinn belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 82

RBA sebagaimana dimeksud dalam Pasal 79 ayat (1)
diintegrasikan /dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dar
RKA

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada PPRD sebagai bahan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 83

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayvaan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 avat {1) huruf a merupakan ringkasan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiavaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b
merupakan rencana anggaran untuk selurubh kegiatan tahunan
vang dinyvatakan dalam satuan vang vang tercermin darl rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan,

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Passl 79 ayvat (1)
huruf ¢, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau
jusn setelah memperhitungkan biaya per satuan dan

margin yang ditentukan seperti tercermin dan Taril Layanan.

Besaran persentase ambang batas sehagaimana dimaksud dalam
Pusal 79 ayat (1) huruf d, merupakan besarnn persentase
perubahan anggaran bersumber dan pendapatan opernmionsl
yvang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan
fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)
huruf ¢, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun vang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggamn tahun
berikutnya.
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Bagian Kedua Puluh
Asct

Paragraf 1
Pengelolaan Aset

Pasal 84

gelolaan Aset padn RSJ Mutiara Sukma dilaksanakan oleh -
- Pengelola Barang Milik Daerah (Pengelola Barnng);
Pengurus Barang Milik Daeraly (Pengurus Barang);
Pengurus Barang Pengelola;
Pembantu Pengurus Barang Pengeiola;
Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
Pengurus Barang Pembantu.

Pengelola Barang Milik Daerah (Pengelola Barang) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf & merupakan pejabat vang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah sebagnimana dimaksud pada ayat {2)
merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya vang sah,

Pengurus Barang Mililk Daerah (Pengurus Barang) sebagaimana
dimaksud pads ayst (1) huruf b merupakan Pejabat dan/atau
Pejabat Pelaksana yang disernhi tugas mengurus barang.
Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan pejabat yvang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengelunrkan, dan menatausahakan barang milik
dasrah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pembaritu Pengurus Barang Pengelola sebagnimana dimaksud
pada ayat (1) buruf d merupakan pengurus barang yung
membantu dalam penviapan administrasi maupun teknis

penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagnimana dimaksud
pada ayat (1) hurul e merupakan pengurus bamng yang
membantu dalam penyviapan administrasi maupun teknis
penatausahann barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf { merupakan seseorang vang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahalon dan

mempertinggungawabkan bamng milik deaerah pada Kuasa
Pengguna Barang

Pengelolaan Barang Milik Daerah  merupakan keseluruhan
kegiatan vang meliputi perencanaan  kebutuhan dan
pengunggarmn,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,
pengamanan dan pemelihaman, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnshan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan,
pengawasan dan pe i

Rencana Kebutuhan Barmang Milik Daerah (RKBMD), merupakan
dokumen perencannan kebutuhan barang milik daemh untuk
periode 1 {satu) tahun,

Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang,

meRp TR



Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang bemda
dalam penguasaannya.

Paragraf 2
Barang Milik Dacrah

Pasal B5

Barang milik daerah meliputi:

b.

(1)

(<]

1]

barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD,
atay
barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnva yvang sah.

Pasal 86

Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
schagaimana dimaksud dalam Pasal 85 hurufl a, dilengkapi
dokumen pengadaan.

barang milik daerah vang berasal dan perolehan lainnva yang nah

nh@mdhmluuﬂdﬂlnml’lulﬂﬁhumfb dilenghapi
dokumen perolehan.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) bermfat berwujud maupun tdak berwujud.

Pasal 87

mimmmnn;mmmmwymm
me t

h.hu'ln

s

d.

1
(2)
(3

barang yang diperaleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

yang  diperoleh schagal pelaksanann dari

Pemnﬂnn.-'kantrﬂ:

barang wvang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; atnu

I:l.mng_r.rm;dfpurnieh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan
modal pemerintah daemmh

Paragraf 3
Pejabat Penatnusahaan Barang

Pasal 88

Direktur mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah
selaku Pejabat Penetnusahann Barang.

Pejabat Penatausahasn Barang schagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada avat

(1) mempunyai wewenang dan tanggungiawaly:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persctujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
kepada Pengelola Bamng:

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/
perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

c. membenikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas

pengajuan usul pemanfantan dan pemindahtanganan barang
milik daerah vang memeriukan persetujuan Gubernur;



(1)

12)

13)

(1)

(2]
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d. memberikan pertimbangan kepada pengelola bamang untuk
mengatur pelaksanaan PENgEEUNAAND, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. memberikan pertimbangan lepada pengelolan barang atns
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang
telah disetujul oleh Gubernur;

[. membantu Pengelols Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi barang milik dacrah;

£ melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tannh
danfatau bangunan yang telah diserahkan dar Pengguna
Barang vang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggnraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfantian pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola
Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Eﬂmﬂl:

h.mengamankan dan memelihara barang milik daernh
scbagaimana dimaksud pada huruf g

L. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan

J. menyusun laporan barang milik daerah.

Paragraf 4
Perencanaan Kebutuhan Bamng Milik Daerah

' Paaal 89

Perencanaan kebutuhen barang milik daernh disusun dengan

memperhatilan kebutuhan pelaksannan tugas dan fungsi SKPD
serta ketersediann barang milik daerah vang ado

Ketersedinan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
avatl (1) merupakan barang milik daernh vang ada pada Pengelola
Barang dan/atau Pengguna Barang.

Perencanaan barang milik daerah sebagnimana dimaksud pada
ayat (1] dan ayat (2] harus dapat mencerminkan kebutuhan riil
barang milik daermh pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan REKBMD,

Pasal 90

Perencanaan kebutuhan barmng milik daerah dilaksanakan setiap
tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

Perencanaan  Kebutuhan sebagaimana dimaksud avar (1)
merupakan salnh satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new mmitiative] dan
angka dasar (baseline] serta penyusunan rencana kerja dan
AP,

Pasal 91

Perencanaan kebutuhan barang milk deemmh mengacu pada
Rencana Kerja SKPD.,

Perencanaan kebutuban bamng milik daernh  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan,
berpedoman pada:

o standar barang;

b. standar kebutuhan; dan/atau

¢. standar harga.
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Standar barmng sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a
adalah spesifiknsl barmang yang ditetapkan sebagai acuan

penghitungan pengadann barang milik dasrah dalam perencanaan
kebutuhan.

Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurufl b adalah satuan jumlah barmang vang dibutuhkan sebagai

acuan perhitungan pengadann dan penggunaan barang milik
daernh dalam perencanasn kebutuhan bamng milik daerah pada
SKPD.

Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
adalah besaran harga yang ditetapkan sebagni acuan pengadaan
barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan,

Standar barang. standar kebutuhan dan standar harga

sebhagnimana dimaksud pada ayat (3], avat (4] dan ayat (5]
ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 92 r

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh
Pengpuna Barang sehagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD.

(1)

(]

(2

13)

(4]

Pargaral 5
Pengadann

Pasal 93

Pengadaan barang millk dasrah dilaksanakan berdasarkan
prinsip efisien, efektil, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel.

Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah  sebagaimanas
dimaksud pada avat (1] dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Pola Taril

Pasal 94

RSJ Mutiara Sukma berhak mendapatkan imbalan atas barang
dan/atau jasa layanan yang diberikan dari masyarakat.

Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan se
dimaksud pada ayvat (1), ditetapkan dalam bentuk tanl yang
disusun atns dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan
atnu hasil per investasi dana

Tarif sebaganimana dimalksud pada ayat (2], merupakan upava
dalam menutup seluruh atau sebaginn dari biaya per unit
layanan.

Tanf layanan RSJ Mutiara Sukma sebagaimana dimaksud pada
ayal [2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan
usulan Direktur.
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Bagian Kedun Puluh Dua
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 95

Pengelolaan sumber daya lain vang terdid dard samna dan
prasarana akan dilakulan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (n
dimanfantkan secara optimal untuk kepentingan mutu pelayanan
dan kelancaran pelaksanaan tugns pokok dan fungsi RS Mutiara

Sukma.

Bagian Kedua Puluh Tign
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah RSJ Mutinra Sukma

Pasal 96

RSJ Mutiara Sukma wajib menjaga lingkungan, baik internal
maupun eksternal sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan lingkungan sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mendukung peninghkatan mutu pelayanan,

: Pasal 97
Pengelolaan lingkungsn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
aynat (2) meliputi pengelolaan limbah RS.J Mutinra Sukma.

Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
limbah medis dan non medis. o

Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud padn
avat (2] wesual dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

CGubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanann
Pola Tata Kelola (Hospital Bylmes) RSJ Mutiora Sukma.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Sekretaris Daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud padn ayat (1] dilaksanakan
oleh Satuan Pengawas Internal.

Selain Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) sampal dengan ayat (3) dilaksanakan juga oleh Dewan

Pengawas,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Gubernur i mulni berlaku, Permturan Gubemur
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pola Tata Keloln Rumah Salat Jiwa
Mutinra Sukma (Berita Daerah Provinsl Nusa Tenggara Barat Tahun
2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



LL]

Pasal 101
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setinp orang mengetanhuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Oubernur imi dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
padn tanggal 23 OWober Jdazo

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H ZULKIEFLIMANSYAH

H. LALL GITA
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6l





